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HELNI SADID PARASSA, E 121 09 268, GovernanceStudy Program, 
Department of Government Political Science, Faculty of SocialandPoliticalSciences, 
Hasanuddin University. Thesis“The role of the governmentin improving thewelfare 
of rural society in Wasupondadistrict, East Luwu" is supervised by Drs. H.A. 
Muhammad Rusli M.Si andDr. H.A. Syamsu Alam M.Si. 
 
This research aimedtogain an overview ofhow thegovernment's roleandthe 
factorswhich influencedthe role ofrural government in carrying out the programs in 
improving the welfare of ruralsociety in Wasuponda. 
 
The method of this research wasdescriptive research type. This was intendedto 
obtain aclear view of therole of government inimproving the welfare ofrural society 
in Wasuponda. The techniques of collecting data which were used were observation, 
interviews withinformants, toget the answers ofa number ofquestionsrelating to 
theobjectof research, and literary review. The technique of analyzing data was 
qualitative type. 
 
The results of this research shows that thegovernment's role inimproving the 
welfare ofruralsociety in Wasuponda, EastLuwuis adequate, even though there are 
still someobstaclesin the implementation ofthe program launched bythe 
governmentis stilldifficult  to be applied. The applied programs bythe government 
areaids either fund cooperationbetweenthe government with the rural government 
or sub-districtgovernmentanddistrict government, furthermore theother helps are, 
like thefundstorun a business thatis alsogivenbysomeNGOssuch asPNPMMandiri, 
BKKBN, and Comdev funds from PT.ValeofDevelopment, Tbk, also helpsfrom the 







1.1 Latar Belakang 
Dalam otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi pertama 
bukanlah mengisi kas pemerintah daerah sebanyak-banyaknya, namun berusaha 
menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun 
dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan 
sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah . 
Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung 
konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi 
membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi 
yang lain ada setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat 
mendasar adalah perubahan pola dalam pengelolaan daerah yang berubah dari 
sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya kesejahteraan masyarakat, sumber 
dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat 
pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain.  
Pada saat pola pemerintahan sentralistik, pemerintah daerah hanya menerima 
menerima semua program yang telah direncanakan dan di canangkan oleh 
pemerintah pusat. Namun sekarang daerah harus melakukan sendiri aktivitas 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Maka dari itu beban pekerjaan pun 




Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah 
daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan 
masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat 
meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya 
masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian 
mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.  
Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu saja membutuhkan 
sebuah proses yang panjang, dan tentunya harus memahami  serta memperhatikan 
kebiasaan serta cara hidup masyarakat tersebut.   
Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memanglah harus 
disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu 
sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi 
masyarakat dalam proses pelaksanaannya. 
Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat 
desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu 
peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam 
mengelola desa. 
Dalam rangka untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa yang lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu 
menciptakan suatu strategi dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang 
strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip 
sebagai berikut:  
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1. Adanya kesinergisan antara pemerintah desa dan juga masyarakat desa, 
dimana pemerintah mengetahui mengenai apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakatnya.  
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari 
proses perencanaan, pelaksanaan, serta  pemanfaatan.  
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun 
pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.  
 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi 
daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan 
kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman 
masyarakat. 
 Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan 
kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Berbagai 
teori mengatakan, bahwa kesadaran. kepala desa sebagai pimpinan pemerintah 
desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung 
tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembanagn 
kesejahteraan masyarakat desa. 
 Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan 
sebuah kondisi sosial sebuah negara sebagaimana yang diketahui bahwa 
masyarakat desa merupakan komomponen dan  bagian  dari masyarakat Indonesia. 
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Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa 
yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Wasuponda membuat penulis 
menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarkat desa wasuponda. 
Atas dasar itu maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian 
dengan judul: “Peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa Wasuponda kabupaten Luwu timur. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis 
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Sejauh mana peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa Wasuponda kabupaten Luwu timur? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perhatian pemerintah desa 
terhadap peningkatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa Wasuponda kabupaten Luwu Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda kabupaten Luwu timur  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian 
pemerintah desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Wasuponda kabupaten Luwu Timur 
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1.4 Manfaat Penelitian  
1.4.1 Kegunaan Praktis 
Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai bahan 
masukan kepada Pemerintah desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam 
mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.  
1.4.2 Kegunaan Akademis 
Kegunaan akademis dari penelitian ini diharapkan berguna dalam 
memberikan nilai tambah bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan pokok bahasan 
yang sama. 
1.4.3 Kegunaan Metodologis 
Kegunaan metodologis hasil penlitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi 
para peneliti lain yang tertarik mengambil judul dan topik yang sama. 
1.5 Kerangka berpikir  
1.5.1 Peranan 
Konsep peranan menurut Sedarmayanti, (2004: 33) ialah sebuah landasan 
persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau 
organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. 
 
1.5.2 Pemerintah 
Secara harfiah atau kebahasan pemerintah berasal dari kata dasar perintah 
yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata kerja. Kata perintah sendiri 
secara leksikal ini berarti perkataan yang bermaksud menyuruh. Atau kata perintah 
juga berarti aba-aba atau komando. Atau kata perintah juga mempunya pengertian 
aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. 
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Definisi pemerintah secara KBBI adalah sebuah sistem yang mejalankan 
wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik 
suatu negara atau bagian-bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama 
memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasan; penguasa suatu 
negara atau bagian negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu negara 
seperti kabinet dalam sistem perintahan indonesia, yaitu DPR MPR dan Persiden. 
Pada dasarnya kita dapat memahami pemerintah dapat melalui dua 
pengertian. Pertama pemerintah sebagai fungsi dan kedua pemerintah sebagai 
lembaga. 
Fungsi dari sebuah pemerintahan dapat ditentukan oleh perundangan-
undangan dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. sedang pemerintah 
sebagai lembaga adalah kesatuan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melakukan 
wewenang dan badan-badan hukum yang sesuai dengan perundangan yang berlaku 
dalam negara tersebut. 
 
1.5.3 Pemerintah Desa 
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa 
atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa 






Kesejahteraan adalah dalam istilah umum adalah menunjuk ke keadaan yang 
baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 
keadaan sehat dan damai.  
Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur 
dari beberapa aspek kehidupan: 
a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 
bahan pangan dan sebagianya; 
b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 
lingkungan alam, dan sebagainya; 
c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 
pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 
d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 
keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
1.5.5 Masyarakat 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan 
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; 
sekolah, keluarga,perkumpulan. Adapun pengertian masyrakat menurut para ahli 
antara lain : 
a. Menurut Selo Sumarjan (1974) masyarakat adalah orang-orang yang 
hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan 
b. Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup 
manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu 




c. Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok 
manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama 
dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan 
mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. 
d. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita 
suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya 
pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara 
ekonomi. 
 
1.5.6 Kesejahteraan masyarakat  
Peranan Pemerintah Desa dalam Memberdayakan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat  adalah suatu tindakan atau kegiatan dari pemerintah 
desa mengenai tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan kemandirian dan 
















kabupaten Luwu Timur . 














1.6 Metode Penelitian 
1.6.1  Tipe dan Dasar Penelitian 
Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian maka diperlukan suatu 
desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dan 
dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti 
metode penelitian. 
PP NO.72 th.2005 tentang desa pasal 15  
bagian b mengenai peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa. 
 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Program pemerintah desa : 
 Program peningkatan produksi 
pertanian perkebunan. 
 Program peningkatan produksi hasil 
peternakan 
 Pengembangan agrobisnis peternakan 
desa  
 
 Faktor pendukung 
 Faktor penghambat 
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      Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu 
memberikan gambaran tentang bagaimana peranan pemerintah dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda Kabupaten Luwu timur.  
      Dasar penelitian yang penulis gunakan adalah survey yaitu data atau informasi 
yang dikumpulkan dari berbagai populasi. Dari populasi itu kemudian akan ditarik 
sampel yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada. Pegumpulan data 
tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. 
1.6.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilakukan di desa Wasuponda kabupaten Luwu timur  
khususnya pada kantor desa Wasuponda yang dimana didalamnya terdapat para 
aparatur pemerintah desa yang memiliki fungsi, tugas serta tanggung jawab yang 
sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda. 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
      Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah : 
a. Penelitian Lapangan 
      Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh 
melalui : 
 Observasi  
      Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi 
yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa 




      Observasi terjkait dengan judul yang akan diteliti adalah kegiatan pengamatan 
terhadap peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Wasuponda kabupaten Luwu timur adalah aparatur pemerintah desa Wasuponda. 
 Wawancara 
      Wawancara adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan 
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan 
tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 
melengkapi kata secara verbal. 
      Wawancara dilakukan dengan cara berstruktur (berpedoman) yang didasarkan 
pada kenyataan atau daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan 
diteliti, sehingga dalam proses wawancara nantinya tidak akan melenceng dari tema 
yang akan diteliti. 
b. Studi kepustakaan (library research) 
Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, 
surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan peranan pemeintah terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
c. Penelusuran data online 
Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti 
studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat 
pengembilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni 
menggunakan fasilitas internet. 
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1.6.4 Subyek dan Informan Penelitian 
      Subyek pada penelitian ini adalah para apartur pemerintah desa di desa 
Wasuponda di Kabupaten Luwu timur, dalam hal ini adalah kepala desa beserta 
dengan aparat desa. Dengan menggunakan metode Purpusive Sampling, maka 
informan yang akan dipilih adalah orang-orang yang diharapkan memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap maslah-masalah yang akan 
diteliti. Oleh karena itu informan yang akan dipilih adalah : 
1. Badan Pembangunan desa Kec. Wasuponda    1 orang 
2. Kepala desa Wasuponda      1 orang 
3. Ketua BPD desa Wasuponda      1 orang 
4. Bendahara desa Wasuponda       1 orang 
5. Masyarakat        5 orang 
6. Dinas pertanian desa Wasuponda      1 orang 
7.  PNPM mandiri        1 orang 
 Jumlah          11 orang 
 
1.7 Defenisi operasional 
Peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Wasuponda kabupaten Luwu timur adalah suatu proses pengungkapan bagaimana 
pemerintah berperan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa 
Wasuponda kabupaten Luwu timur. 
       Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan 
kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian 
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maka peneliti menyusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini nantinya. 
1. Peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Wasuponda kabupaten Luwu Timur merupakan langkah pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Wasuponda, sebagai 
peningkatan kualitas desa. 
 
2. Adapun indicator - Indikator Peranan pemerintah dalam peningkatan 
kesejahteraan Masyrakat desa Wasuponda kabupaten Luwu Timur adalah : 
a. Produksi pertanian perkebunan. 
Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kemudian pemerintah 
dalam menjalankan program peningkatan produksi pertanian serta perkebunan, 
yang sudah menjadi program yang di canangkan oleh pemerintah desa 
Wauponda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda. 
b. Produksi hasil peternakan. 
Peniliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan program 
peningkatan produksi hasil peternakan yang ada di desa wasuponda, dan juga 
bagaimana tanggapan masyrakat terhadap program yang di canangkan oleh 
pemerintah desa guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
c. Agrobisnis peternakan desa. 
Peternakan merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh masyrakat desa 
Wasuponda sebagai salah satu sumber penghasilan, maka dari itu peneliti ingin 
mengetahui bagaimana pemerintah desa wasuponda kemudian melakukan 
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pengembangan agrobisnis pada peternakan desa untuk meningkatkan 
kesejahteraan pada masyrakat desa Wasuponda, kabupaten Luwu Timur. Dan 
seberapa besar pengaruh dari program tersebut terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyrakat desa Wasuponda. 
 
1.8 Analisis Data 
      Untuk mendapatkan hasil yang yang obyektif dalam penelitian ini, maka data 
yang didapatkan dilapangan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data-data 




















Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual - 
teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori tentang peranan, 
pemerintah kesejahteraan masyarakat  dan desa Wasuponda kabupaten Luwu 
Timur. 
2.1. Tinjauan tentang peranan pemerintah 
2.1.1. Pengertian peranan 
Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan 
seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 
Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).  
 Menurut Sedarmayanti, ( 2004: 33) peranan merupakan sebuah landasan 
persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau 
organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. 
Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. tingkat 
kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.  
Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan 
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.  
Soekanto (2009:212-213) Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. 
Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 
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pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 
pada yang lain dan sebaliknya. 
Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 
pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 
diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 
oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal 
yaitu:  
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan masyarakat.  
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat dalam organisasi 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan 
sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki 
status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan 
demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan 
berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social 
khusus.  
Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa 
dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan 
menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang 
dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 
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dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan 
ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk 
melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam 
keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.  
Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, 
yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan 
peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus 
ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu 
gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam 
membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan 
fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan 
pengaturan masyarakat. 
Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, 
yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang 
dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang 
berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-
kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat 
sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat 







2.1.2. Pengertian Pemerintah 
Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuru melakukan 
suatu pekerjaan.  
Pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa inggris di pergunakan kata 
“Government” yang mana berasal dari suku kata “to govern” .keharusan yang 
tersimpul dalam kata pemerintah pada umunya di tuangkan dalam bentuk peratuiran 
perundang-undangan. 
Mustopadidjaja (2003) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan 
oleh tiga hal yaitu apartur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur 
tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat 
berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan 
pemberdayaan terhadap aparatur pemerintahan agar prosedur ketata laksanaan dan 
bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang 
akan dicapai.  
Pemerintahan dalam artian menyeluruh atau holistik tercermin pada 
peristilahan kybernologi. Sebab, dalam kybernologi dapat dikatakan tercakup 
pembahasan kompleks elemen yang berkaitan dengan seluk beluk pemerintahan, 
baik dari sisi batasan, filosofi, etika, maupun metodologi. Dalam kesempatan kajian 
ini, pertama-tama yang tampaknya perlu dipahami adalah eksplanasi atas 
keterkaitan antara istilah pemerintah, negara, politik, dan administrasi negara. 
Relevansi keterkaitan keempat istilah tersebut karena berkaitan erat dengan 
kewenangan, organisasi negara, organisasi dalam wilayah negara, dan proses 




Samuel Edward Finer mengartikan “government” sebagai  “public servant” 
yakni pelayanan. Dia menyimpulkan bahwa  kata government memiliki arti : 
1. Menunjuk pada kegiatan atau proses memerintah yakni melakukan control 
atas pihak-pihak lain. 
2. Menunjuk pada masalah-masalah Negara dalam kegiatan atau proses 
dijumpai. 
3. Menunjukkan cara, metode, atau system masyarakat tertentu diperintah. 
Pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara. Selain itu 
Pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memrintah suatu 
Negara. 
Adapun unsur-unsur pemerintah terdiri atas tiga bagian seperti ungkapan 
Caiden dalam Syafie dkk ( 1997 :27)  bahwa untuk menentukan apakah suatu 
organisasi termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal  yaitu organisasinya 
dibentuk dengan peraturan, pemrintah, karyawannya disebut sebagai pegawai negri 
dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat. 
 
2.1.3. Pemerintah Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sedangkan menurut Juliantara,( 2005: 18) Pengertian desa dari sudut 
pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis 
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tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan 
yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh 
karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana 
pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, 
serta tingkat pendidikan yang rendah  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten kota. dalam pasal 2 ayat (1) 
dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan 
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) 
tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. Jumlah Penduduk.  
b. Luas Wilayah.  
c. Bagian Wilayah Kerja.  
d. Perangkat, dan.  
e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan. 
 Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya 
yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga 
pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan 
dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan 
keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang 
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berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan 
masyarakat desa.  
 Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat 
desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan 
perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial 
budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang memenuhi syarat.  
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa 
atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.  
 Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik 
Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan 
daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai 
kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat 
beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya 
berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah 
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. 
 Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala 
Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan 
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kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 
peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan 
usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud 
adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas 
umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan 
kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan 
sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Desa mempunyai 
wewenang:  
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan bersama BPD.  
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.  
c.  Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD.  
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.  
e. Membina kehidupan masyarakat desa.  
f. Membina perekonomian desa.  
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.  
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 




i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai 
kewajiban:  
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;  
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;  
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);  
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; 
g.  Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;  
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;  
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; 
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;  
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;  
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;  
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m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 
istiadat;  
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan  
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup.  
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada 
Bupati atau Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 
(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran 
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam 
berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.  
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 
Tahun 2005 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari 
penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut 
paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
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Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota.. 
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan 
peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan 
mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.  
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat 
dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan 
kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan 
desa. Sumber pendapatan desa adalah: 
a. Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil 
swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan 
asli desa yang sah).  
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 
per seratus) dan dari retribusi Kabupaten/Kota.  
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh 
per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara 
proporsional yang merupakan alokasi dana desa;  
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan;  
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  
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2.2 Tinjauan tentang Kesejahteraan Masyarakat 
2.2.1 Pengertian kesejahteraan 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka ataupun tidak, 
hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berhubungan serta berkaitan 
dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kondisi sejahtera (well-being), biasanya 
menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondis 
terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. 
Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang 
pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarimta adalah ‘aman, 
sentosa, dan makmur’. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemanan, 
keselamatan dan kemakmuran.  
Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan 
serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas 
hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan 
standard dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, 
pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual. 
James Midgley (1997: 5) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang 
harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, 
ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. 
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan 
sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, 
tersedianya mekanisme penangan masalah sosial yang mantap,dan terbinanya 
kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan – kegiatan 
usaha kesejahteraan sosial.  
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Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan 
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan 
konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam 
arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti 
pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, 
dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah undang-
undang nomor  6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan 
sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa lapangan kesejahteraan sosial 
adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, 
kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit). 
Kamerman dan Kahn (1979) menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan 
kesejahteraan sosial, yaitu : 
(1) pendidikan  
(2) kesehatan 
(3)  pemeliharaan penghasilan  
(4) pelayanan kerja  
(5)  perumahan 
(6) pelayanan sosial personal.  
kesejahteraan sebagai sebuah kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu 
yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah 
kesejahteraan yg melipti jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan 
pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. 
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 Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) merupakan 
sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, 
yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar 
mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan 
personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk 
memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan 
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. definisi tersebut 
merupakan definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang 
mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang yang harus saling 
membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera. 
Dalam undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009  tentang 
kesejahteraan social Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti : 
1.  Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik  kondisi 
manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 
keadaan sehat dan damai 
2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. 
Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi 
kesejahteraan sosial. 
3. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan 
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang 
digunakan dalam ide negara sejahtera. 
 Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 
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menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 
dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. 
Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi 
sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.  
Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai 
padanan dari makna konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat 
indikator yaitu :  
a. Rasa Aman (security),  
b. Kesejahteraan (welfare),  
c. Kebebasan (freedom), dan 
d. Jati diri (identity) 
Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat 
tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang 
dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah : 
a. Tingkat pendapatan keluarga; 
b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 
pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 
c. Tingkat pendidikan keluarga; 
d. Tingkat kesehatan keluarga, dan; 





Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur 
dari beberapa aspek kehidupan: 
a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 
bahan pangan dan sebagianya; 
b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 
lingkungan alam, dan sebagainya; 
c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 
pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 
d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 
keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989) melihat konsep 
kesejahteraan dari tiga aspek;  
1. dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti 
nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya;  
2. dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) 
seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya 
3. dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status) 
Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah 
kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup 
masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan 





2.2.2 Tinjauan tentang Masyarakat 
Menurut Suriadi (2005 : 41) Masyarakat adalah sekelompok orang yang 
memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi 
identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya 
satu tempat yang sama menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, 
tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam 
hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut 
kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah 
saling berinteraksi. 
 Masyarakat juga disebut sebagai society dalam bahasa inggris, masyarakat 
adalah orang-orang yang berada dalam satu daerah. 
Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup 
bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, 
khalayak ramai. 
Menurut Selo Sumarjan (1974) masyarakat adalah orang-orang yang hidup 
bersama yang menghasilkan kebudayaan 
 Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia 
yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu 
dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. 
 Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok manusia 
yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat 




Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu 
ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara 
kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi 
Menurut Hasan Sadily memberi pengertian bahwa masyarakat ialah kesatuan 
yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan 
terjadi proses perubahan itu. 
Sedangkan menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari manusia 
perorangan. 
Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari 
berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan 
dan lain-lain. 
Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, 
agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan social dalam interaksi antar 
sesama manusia yang menjadi warganya. 
Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu 
sama lain. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada 
pengembangan potensi individu. 
Di dalam masyarakat ada pula yang disebut dengan masyarakat aktif adalah 
masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka, masyarakat pasif adalah 
masyarakat adalah kelompok masyarakat yang anggotanya kekuatan-kekuatan luar 
atau kekuatan aktif lainnya.menurut Etzioni dalam masyarakat aktif orang dapat 
mengubah hukum-hukum sosialnya.Etzioni melihat masyarakat sebagai sekumpulan 





Ada beberapa unsur-unsur dari masyarkat yaitu : 
a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak 
b. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu. 
c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk 
menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 
Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah diberi 
kesimpulan bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah 
sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat 
kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu. 
 
2.2.3 Kesejahteraan masyarakat  
Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi atau hal dimana orang-orang yang 
berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan 
kebutuhannya sebagai warga masyarakat.  
Dalam peningkatan Kesejahteraan masyarakat desa pemerintah desa 
wasuponda salah satunya didukung oleh adanya pengelolaan badan usaha milik 
desa atau bumdes, dan hal tersebut di sebutkan didalam peraturan daerah Luwu 
timur nomor 07 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan badan 
usaha milik desa (bumdes). Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Pembentukan 
BUMDes dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan 
peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat 
istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di 




Selain itu dalam pasal 3 disebutkan pula bahwa dengan adanya BUMDes ini 
dapat Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, 
Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) 
anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, Mendorong berkembangnya 
usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa 
yang terbebas dari pengaruh pengaruh rentenir. Dengan adanya perda ini dihaapkan 
bahwa desa Wasuponda dapat menciptakan kesejahteraan Masyarakatnya. 
 
2.3   Tinjauan tentang pemerintah desa Wasuponda kabupaten Luwu Timur  
Desa Wasuponda merupakan desa yang berada di dalam wilayah 
pemerintahan dan  Kecamatan Wasuponda. 
Kecamatan Wasuponda merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu 
Timur, dengan luas wilayah 1.244 km2, kecamatan yang terletak di sebelah utara 
ibukota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda berbatasan dengan 
Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti sebelah 
timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Malili dan Angkona. dan di 
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana dan Angkona. 
Kecamatan Wasuponda terdiri dari 6 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus 
desa definitif. Wilayah Kecamatan Wasuponda adalah daerah yang seluruh desanya 
merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Wasuponda 







Gambar 1 : LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN 
WASUPONDA 
 









001. BALAMBANO 121 9.73 v – 
002. TABARANO 221 17.77 v – 
003. LEDU-LEDU 346 27.81 v – 
004. WASUPONDA 91 7.32 v – 
005. KAWATA 234 18.81 v – 
006. PARUMPANAI 231 18.57 v – 
JUMLAH 1.244 100,00 6 0 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 
LETAK GEOGRAFIS/Geographical Location 
2° 18’ 00” - 2° 49’ 30” Lintang Selatan/South Latitude 
120° 52’ 30” - 121° 24’ 00” Bujur Timur/East Longitude 
BATAS-BATAS WILAYAH/Administration Boundaries 
SEBELAH UTARA/North Side  : Propinsi Sulawesi Tengah / Province of Sulawesi Tengah 
SEBELAH TIMUR/East Side  : 
Kec. Nuha dan Kec. Towuti / Subdistrict of Nuha and 
Towuti 
SEBELAH SELATAN/South Side  : 
Kecamatan Malili dan Angkona / Subdistrict of Malili and 
Angkona 
SEBELAH BARAT/ West Side : 
Kecamatan Mangkutana dan Angkona/ Subdistrict of 
Mangkutana and Angkona 
LUAS WILAYAH/Total Area   1.244 km2 
JUMLAH DESA/ Number of Village    6 Definitif/ Definitive 




Gambar 3 : JARAK DESA/KELURAHAN KE IBUKOTA KECAMATAN DAN KE 
IBUKOTA KABUPATEN DI KECAMATAN WASUPONDA 
 
Desa wasuponda merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 
Wasuponda yang memiliki 4 (empat dusun) yaitu : 
1. dusun Lembo barat, 
2. dusun Lembo timur,  
3. dusun lembo tengah dan  
4. dusun lagolo. 
 
Dengan struktur pemerintahan desa sebagai berikut : 
Kepala desa wasuponda : Agnal Padang 
Sekertaris   :Damaris.P (pensiun) 
Kaur pemerintahan  :Indra  
Kaur Umum   :Milka 




JARAK KE - (Km) 
IBUKOTA KECAMATAN IBUKOTA KABUPATEN 
001. BALAMBANO 3.5 30 
002. TABARANO 0.2 34 
003. LEDU-LEDU 0.8 35 
004. WASUPONDA 0.8 34 
005. KAWATA 44.0 13 
006. PARUMPANAI 53.0 22 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini menyajikan gambaran-gambaran umum mengenai 
3.1. Gambaran Umum Desa Wasuponda 
3.1.1  Sejarah Desa  
Desa Wasuponda merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 
Wasuponda, Sebelum pemekaran desa Wasuponda tahun 1989 secara 
adminnistrasi kepala desa belum ada, hana bagia dusun dari Desa Ledu-ledu. 
Tahun 1989 kemudian diadakan pemekaran desa persiapan yang di kepalai P.L 
Mallua, atas penunjukan langsung dari camat Nuha yaitu Andi Hatta Marakarma 
dan pada saat menjabat kantor desa sementara bertempat di rumah sekertaris desa 
persiapan Wasuponda ibu Damaris P yang di tunjuk oleh kepala desa persiapan 
Wasuponda. 
Kurang lebih 3 bulan diadaka rapat LKMD dan LMD untuk menyusun 
perangkat desa dengan susunan sebagai berikut : 
1. Kepala desa  : P.L Mallua 
2. Sekretaris   :Damaris.P 
3. Kaur pemerintahan : Hamid sessu 
4. Kaur pembagunan : Mukhlis 
5. Kaur keuangan  : Ramli yusuf 
6. Kaur Kesejahteraan : Mansyur bur 






Dengan pembagia wilayah dusun sebagai berikut : 
1. Dusun lembo timur dikepalai oleh Yunus songgo 
2. Dusun lembo tengah dikepalai oleh La ode Pili 
3. Dusun lembo barat dikepalai oleh Marthen Mampa 
Dan pada tahun 1991 kantor desa Wasuponda pun dibangun melalui 
swadaya masyarakat. Pada tahun 1992 kantor desa wasuponda telah berfungsi 
guna melayani masyarakat dan kantor desa sementara yang berada di rumah 
sekertaris desa beralih ke kantor desa yang telah selesai di bangun yang berada di 
jalan Andi Panguriseng dengan kepala desa P.L.Mallua dengan masa kerja kepala 
desa mulai Tahun 1985-1995. 
Pada tahun 1996 diadakan pencalonan kepala desa dan yang masuk dalam 
calon adalah sebanyak 4 orang yaitu : 
1. P.L Mallua 
2. Marthen mampa 
3. Andarius rombe 
4. Yunus samdibu 
Yang kemudian dimenangka oleh Marthen Mampa dengan masa jabatan 8 
tahun setelah kepala desa terpilih terbentuklah lagi satu dusun baru yaitu dusun 
lagolo. 
Kemudian pada tahun 2006 transisi jabatan kepala desa diambil alih oleh 
pejabat sementara yang ditunjuk dari kecamatan, dengan masa jabatan kurang lebih 




Hingga tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa kembali dengan 7 calon 
dan akhirnya Agnal padang yang kemudian menjadi kepala desa hingga saat ini, 
dengan 2 (dua) kali pemilihan . 
 
3.1.2 Demografi desa wasuponda 
 A.kependudukan  
Keadaan penduduk merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari pendataan masyarakat desa Wasuponda bulan Desember  tahun 
2010 dapat disajikan sebagai berikut : 
Tabel 1 : Data Penduduk Desa Wasuponda 2012 
Menurut jenis kelamin 
Berdasarkan  rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan 
tahun 2012 Jumlah penduduk pada dusun Lembo timur sebanyak 373 orang laki-laki dan 
361 orang perempuan, lembo tengah sebanyak 176 orang laki-laki dan 168 perempuan, 
lembo barat 445 orang laki-laki dan 387 perempuan, dan dusun lagolo sebanyak 424 orang 
































































Rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan 2012 
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Desa wasuponda di huni oleh 2645 jiwa terdiri dari 1395 laki-laki  dan 1.250 
perempuan, dengan jumlah KK mendiami wilayah seluas 91 km2. Wilayah dibagi 
menjadi 4 (empat) dusun yaitu dusun Lembo barat, Lembo timur, lembo tengah dan 
dusun lagolo. Adapun meliputi areal pemukiman, persawahan, perkebunan, dan 
sarana umum (jalanan, sungai). 
 
3.1.3 Keadaan sosial desa Wasuponda 
A.  Geografis desa 
Batas wilayah desa Wasuponda : 
 Sebelah utara : Desa ledu – ledu 
 Sebelah timur : Desa tabarano 
 Sebelah selatan : Desa balambano 
 Sebelah barat : Desa Kawata  
 
B. Luas Wilayah  
Luas wilayah desa wasuponda ± 91 km2, desa Wasuponda terdiri dari 4 
dusun yang terdiri dari bermacam jenis tanah yaitu : 
a) Tanah sawah : 1511 hektar 
b) Tanah pekarangan : 61 hektar 
c) Tanah tegalan : - hektar 
d) Lain-lain  : 50 hektar 
Jarak dari ibukota kabupaten : 38 Km 





C. Keadaan Topografi desa 
Secara umum keadaan topografi Desa adalah merupakan daerah lembah 
yang dikelilingi perbukitan. 
D. Iklim desa yaitu iklim tropis (2 musim) 
 
3.1.4 Pendidikan Masyarakat 
Fasilitas pendidikan di Kecamatan Wasuponda relative lengkap. Sarana 
pendidikan informal (Taman Kanak-kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari 
tingkat SD sampai SLTP  telah tersedia. 
Hal ini terlihat dari tabel di Wasuponda terdapat 1 bangunan untuk Taman 
Kanak-kanak yaitu TK Al-mukminun, 3 bangunan SD (SD Inpres,Sekolah Dasar 
Islam, dan SDN Sinongko) dan 1 bangunan SLTP yaitu SLTPN 1 NUHA 
 
























3.1.5 Perekonomian Masyarakat 
Dari Rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan  tahun 
2012, maka ditemukan hasil penduduk desa Wasuponda yang  di bagi menurut 
status pekerjaan dari setiap kepala keluarga, di Dusun Lembo timur ada 159 kepala 
keluarga yang bekerja dan 14 kepala keluarga yang tidak bekerja, lembo tengah 
sebanyak 79 kepala keluarga yang bekerja, lembo  barat terdapat 149 kepala 
keluarga yang bekerja dan 14 yang tidak bekerja sedangkan di dusun lagolo ada 
170 kepala keluarga yang bekerja dan 2 kepala keluarga yang tidak bekerja. 
 
Tabel 3 : Data Penduduk Desa Wasuponda 2012 



















































Rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan 2012 
 
Berdasarkan katalog BPS Wasuponda 2012 Kemampuan ekonomi masyarat 
desa Wasuponda kemudian dibagi kedalam tingkatan ekonomi keluarga 
prasejahtera sebanyak 73  keluarga, sejahtera I sebanyak 36 keluarga, sejahtera II 
sebanyak 28 keluarga, sejahtera III sebanyak 125 keluarga, dan sejahtera III plus 







































Sejahtera III Plus  
 
2 
Sumber : katalog bps Wasuponda dalam angka 2012 
 
3.1.6 Kesehatan 
Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Wasuponda yaitu : 2 posyandu 
yaitu posyandu Mawar dan posyandu harapan kita. 
Pada tahun 2011 sebanyak 5788 pasien dari desa Wasuponda yang terbagii 
dalam kategori Umum,JPS-BK,dan Askes 

























Sarana atau tempat ibadah adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam 
menunjang jalannya proses ibadah bagi para pemeluknya. Mayoritas agama di desa 
Wasuponda adalah agama kristen dan juga agama islam. 
Tabel 6 : Jumlah tempat peribadatan desa Wasuponda  
 

















3.2. Kondisi pemerintahan Desa Wasuponda 
3.2.1 Pembagian wilayah desa 
Desa Wasuponda terdiri dari 4 dusun yaitu : 
5. dusun Lembo barat, 
6. dusun Lembo timur,  
7. dusun lembo tengah dan  








3.2.2 Struktur organisasi pemerintahan desa 
Struktur organisasi yang ada di desa Wasuponda terbagi atas 5 yaitu kepala 
desa beserta aparat desa seperti sekertaris,bendahara, dan kaur, BPD , 
PKK,Dasawisma, dan karang taruna, namun dari kelima struktur organisasi yang 
ada di desa Wasuponda Karang taruna adalah satu bagian yang saat ini tidak aktif 
lagi. 





















































Berikut ini adalah gambaran keseluruhan dari struktur organisasi Desa 
Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur  
























Kaur pemerintahan Kaur pembangunan Kaur umum 
BPD 













Desa Wasuponda memeiliki beberapa potensi yang baik, baik dalam bidang 
pertanahan, yang meliputi lading, perkebunan,persawahan, dan sebagainya, serta 
potensi dalam bidang peternakan. 





















































Sementara tidak diusahakan  
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        Laporan naskah RPJMDes tahun 2005 – 2015 
Potensi dalam bidang peternakan yang dimiliki oleh desa Wasuponda pada 
dasarnya sangat besar , hal ini ditunjukkan dari data yang di muat didalam 
RPJMDes desa Wasuponda tahun 2005-2015 








































Ayam potong  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Semua tingkatan pemerintah menjalankan pembangunan untuk mensejahterakan 
rakyat hal tersebut nyata dalam kerangka otonomi pemerintah desa diberi 
kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses 
partisipatif dan pelibatan masyrakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.  
Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah 
daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan 
masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat 
meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya. 
Dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peranan pemerintah 
dalam hal ini pemerintah desa sangatlah penting hal tersebut dikarenakan 
pemerintah desa adalah pemerintah yag paling dekat dengan masyrakat. Karena 
itulah Alokasi dana desa (ADD) sebagai anggaran pembangunan yang bersumber 
dari APBD, dapat dikelolah dengan maksimal. Desa wasuponda memiliki potensi 
sumber daya yang beragam dalam mengembangkan potensi desa, baik sumber 
daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengambarkan bagaimana 
peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya, 
dan tentunya yang terkait dengan hal tersebut. 
 Hal yang cukup menarik perhatian peneliti dalam studi ini yakni mengenai 
program-program kesejahteraan desa wasuponda. Selain itu, tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pemerintah 
melakukan peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyrakatnya. 
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Studi ini dilaksanakan pada desa Wasuponda kecamatan Wasuponda 
Kabupaten Luwu timur, yang tentunya memiliki program-program desa yang 
bertujuan memberdayakan masyarakatnya atau dengan kata lain memajukan desa 
dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 
Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui studi 
kepustakaan peneliti juga melakukan obsevasi serta interview (wawancara) kepada 
beberapa informan. Interview (wawancara) kepada informan dilakukan agar penulis 
mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan  
yang memiliki kompetensi mengenai peranan pemerintah dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa. 
Pada awalnya informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Bapak 
kepala desa Wasuponda Agnal Padang, ketua BPD desa Wasuponda M.Tomana, 
10 orang masyrakat. Namun, sejalan dengan studi dan kebutuhan informasi penulis, 
informan dalam penelitian ini bertambah dari sebelumnya, informan-informan ini 
merupakan pihak-pihak terkait dalam peningkatan kesejahteraa masyrakat desa itu 
sendiri. 
Dalam melaksanakan interview (wawancara), sebagai instrumen interview 
(wawancara) peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan 
fokus penelitian dan mengacu kepada defenisi operasional yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pedoman wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang 
bersifat umum dan pertanyaan yang sifatnya mendetail. Hal ini dilakukan agar 
peneliti dapat menghasilkan data yang akurat serta lengkap akan informasi yang 




Kesejahteraan  (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang 
baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera 
menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana orang-orangnya 
dalam keadaan makmur, sehat dan damai. 
Menurut Walter Friedlander, kesejahteraan sosial ialah sistem yang 
terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga yang bertujuan untuk 
membantu individu dan kelompok untuk mencapai standard hidup dan kesehatan 
yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi serta sosial yang memungkinkan mereka 
untuk mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan 
kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. 
4.1 Peranan Pemerintah desa Wasuponda dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat  
Sesuai degan Naskah RPJMDes desa Wasuponda tahun 2011-2015 
pemerintah desa melakukan penjaringan yang dilakukan dikeempat dusun yang ada 
di  desa Wasuponda yang kemudian di kaji dan dianalisis dalam musrembang dan 
kemudian  pemerintah desa melakukan pengkajian masalah dan potensi dengan 
tahapan sebagai berikut : 
1. Membuat skala prioritas 
Pembuatan skala rioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas 
permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam 






2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah 
Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak 
dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan 
masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak . 
 
3. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini pengkajian dititik beratkan pada menentukan / 
memilih alternatif tindakan maslah yang paling layak digunakan untuk 
memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji dan dipilih 
kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan pembangunan skala 
kabupaten. 
Adapun program-program yang dicanagkan pemerintah desa Wasuponda 
secara keseluruhan, meliputi : 
1. Bidang pengembangan Wilayah 
2. Bidag Ekonomi  
3. Bidang sosial dan budaya  
Untuk bidang ekonomi sendiri pemerintah desa mencanangkan beberapa 
program-program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Wasuponda 
adapun program-program tersebut adalah : 
1. Bantuan Benih padi dan Palawija 
2. Gerlok tanaman kakao 
3. bantuan traktor 
4. bantuan modal simpan pinjam Dasawisma 
5. bantuan usaha mikro kelas menengah  
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6. subsidi keelompok simpan pinjam  
7. pengadaan bibit unggul  
Untuk desa Wasuponda belanja pembangunan dibiayai melalui sumber 
pendapatan desa yang berasal dari : 
1. penjualan tanah desa 
2. retribusi 
3. bagian 70% dari ADD  
Selain itu ada beberapa perkiraan anggaran untuk masing-masing bidang 
dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa  sebagai berikut : 
1. belanja rutin sebesar 30% 
2. belanja pembangunan sebesar 70% yag terbagi menjadi : 
a. bidang pengembangan wilayah sebesar 62% dari total belanja 
pembangunan 
b. bidang pengembangan ekonomi sebesar 18% dari total belanja 
pembangunan, dan 
c. bidang sosial dan budaya sebesar 20% dari total belanja 
pembangunan. 
4.1.1  Program peningkatan produksi pertanian 
Sumber daya alam yang dimiliki cukup banyak dan potensil untuk 
dikembangkan dan dikelola secara optimal. Lima komoditas pertanian dan kelautan 
menjadi unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menggenjot 
perekonomian daerah antara lain : Padi, Jagung, Kakao, Udang, Rumput Laut dan 
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Ternak Sapi, merupakan komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat di 
Luwu Timur.  
Sering dijumpai 3 jenis komoditi pertanian (jagung, padi dan kakao) 
dikeringkan secara bersamaan di halaman rumah petani. Kondisi ini tidak bisa 
dipungkiri karena di karunia dengan lahan, iklim dan air yang cocok untuk berbagai 
jenis komoditas pertanian sebagai persyaratan utama pertumbuhan tanaman.             
Penyediaan dana maupun sumber daya manusia yang ada menjadi motivasi 
bagi daerah Luwu timur untuk maju dan mensejajarkan dirinya dengan Kabupaten 
yang lahir sebelumnya. Sehingga dapat menggerakkan sektor perekonomian rakyat 
menuju tercapainya visi ”KABUPATEN AGROINDUSTRI 2015”. Disisi lain bahwa 
peran teknologi dari semua aspek dalam membangun pertanian tentunya 
diharapkan akan banyak membantu mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam 
yang dimiliki.    
Memasuki tahapan pembangunan jangkah menengah kabupaten luwu timur 
2011-2015 sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tujuan menuju 
terwujudnya kabupaten yang dapat mengembangkan pertanian sebagai unggulan 
daerah dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan masyrakat di daerah ini. 
Agroindustri sendiri berasal dari agricultural dan industri yang berarti industri 
yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamnya, atau suatu 
industri yag menghasilkan suatu produk yag digunakan sebagai sarana atau input 
dalam usaha pertanian.  
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Agroindustri meliputi pengolahan hasil peranian industri yang memproduksi 
peralatan, dan mesin pertanian idustri input pertanian (pupuk, herbisida,pestisida, 
dan lain-lain), dan industri jasa sektor pertanian. 
Di luwu timur ada beberapa jenis komoditi yang menjadi tanaman pangan 
yang membutuhkan usaha lebih dalam peningkatannya yaitu jagung dan juga padi. 
Padi merupakan salah satu komditi pangan yang sangat penting, hal itu diseabkan 
karena sebagian besar dari masyarakat mengkonsumsi beras sebagai makanan 
pokok. Beras merupakan salah satu hal paling penting dalam perekonomian, hal ini 
disebabkan pengkonsumsian beras oleh masyarakat menjadikan beras memberikan 
kontribusi yang sangat besar dengan peredaran uang, dan hal inilah yang membuat 
padi menjadi komoditi pangan yang paling penting dan berpengaruh dalam 
peningkatan ekonomi dan tentunya kesejahteraan masyrakat Luwu Timur. 
Dari penjelasan tersebut diatas, semakin meyakinkan bahwa Pertanian 
merupakan aspek penting di desa wasuponda kecamatan wasuponda kabupaten 
Luwu timur. Kabupaten Luwu timur yang memiliki visi misi “Menuju daerah 
Agrobisnis” menjadikan Luwu Timur salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang menjadikan pertanian salah satu program andalan. 
 Hal ini membuat  pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi terbesar 
kedua setelah pertambagan sebesar 65,94% terhadap pembentukan PDRB Luwu 
Timur, serta dilihat dari aspek sosial sektor pertania paling dominan menyerap 
tenaga kerja hingga mencapai 61,5% sehingga hal tersebut menjadi alasan utama 
pemerintah daerah menjadikan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor 




Selain itu program peningkatan produksi pertanian juga ditunjukkan oleh 
pemerintah kabupaten dengan cara pemberian benih pertanian, melalui situs resmi 
kabupaten Luwu Timur dijelaskan bahwa Pertumbuhan benih petani di Kabupaten 
Luwu Timur berkualitas sangat baik.  
Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha 
yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah 
teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, 
pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/non PL. Lahan kering di 
Kabupaten Luwu Timur diantaranya digunakan untuk rumah atau pekarangan, tegal 
atau kebun, lading atau huma, tanah gembala dan padang rumput, rawa-rawa yang 
tidak ditanami, tambak, kolam dan tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, 
hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Persentase penggunaan lahan 
kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan 
Negara, yakni sebesar 36,97 persen. 
Rata-rata Produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu 
Timur pada tahun 2010 sebesar 59,50 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 28.678,00 
Ha dan produksi 170.620,49 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar 
adalah Kecamatan Burau dengan total produksi sebesar 30.954,52 ton dan luas 
panen bersih sebesar4.886 Ha serta memiliki produktivitas yaitu 63,60 Kw/Ha, 
kemudian kecamatan Wotu, kecamatan Tomoni timur, kecamatan angkona, 
kecamatan magkutana, lalau kecamatan towuti, kecamatan tomoni,kecamatan 




Gambar 1 : produksi padi pada setiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2010. 
 
Sumber :potensi daerah pertanian (www.luwutimurkab.go.id) 
 
. Dibandingkan dengan tahun 2009 lalu produksi komoditi pertanian 
mengalami kenaikan hampir di setiap komoditi kecuali kacang kedelai dan kacang 
hijau yang mengalami penurunan produksi.  
Sedangkan untuk Sub Sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, 
tanaman buahbuahan, tanaman biofarma dan tanaman hias. Komoditi yang 
disajikan pada tanaman sayuran meliputi bawang daun, cabe, tomat, petsai, kacang 
panjang dan bayam. Pada tahun 2010, produksi tanaman sayuran terbesar yang 
dihasilkan Kabupaten Luwu Tmur adalah tanaman kangkung dengan produksi 
557,55 ton. Sedangkan tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi mangga, 
durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, rambutan dan manggis dengan produksi 
terbesar adalah buah pisang sebanyak 30.314,60 ton.  
Tanaman obat-obatan meliputi jahe, laos, kencur, kunyit dengan produksi 
terbesar adalah laos/lengkuas sebanyak 2.300 kg. 
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Demi meningkatnya sektor tersebut maka kabupaten memberikan alat 
pengolahan, adapun Alat pengolah lahan di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dua 
macam, yaitu traktor roda dua dan traktor roda empat, namun yang paling banyak 
adalah traktor roda dua. Pada Tahun 2010 jumlah traktor dua roda sebanyak 736 
buah. Alat pemberantasan organisme pengganggu tanaman ada tiga macam, 
diantaranya semprotan tangan, semprotan punggung dan emposan tikus. Diantara 
ketiga macam alat tersebut yang paling banyak adalah semprotan tangan karena 
lebih mudah penggunaannya. 
Menurut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (PPP) Lutim, 
Nursih Hariani rata-rata pertumbuhannya diatas 95 persen berdasarkan laporan 
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Maros melalui perwakilannya di 
Lutim, Kosmos Aman. daya tumbuh benih petani mencapai 95 persen.,  
Untuk tahun 2012 program pemberdayaan penangkaran benih pada lahan 
seluas 50 ha tersebut, sejak ditanam pada minggu ke dua bulan Agustus 2012 dan 
dipanen pada November 2012 menghasilkan produksi rata-rata mencapai 12 ton/ha 
dengan calon benih sebanyak 600 ton. Namun setelah disortir kembali berkurang 
menjadi 450 benih. 
Dari 450 benih siap pakai, berhasil tersalur sebanyak 6 ton yang dibeli PT 
Shang Hyang Seri (SHS) Sereang Sidrap, dan 8 ton lainnya digunakan Dinas PPP 
untuk kegiatan Sistem Rice Intensification (SRI) dan sisanya dijual petani sebagai 
gabah konsumsi. 
Hal ini semakin membuktikan bahwa Pertanian merupakan salah satu aspek 
penting dalam peningkatan kesejahteraan masayarakat kabupaten Luwu timur, dan 
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tentu saja menjadi patokan  bagi desa Wasuponda sebagai salah satu bagian dari 
kabupaten Luwu Timur. Ini terlihat pada visi desa wasuponda yaitu :  
“Desa Wasuponda bersih,Indah,Nyaman, dan Sejahtera” hal tersebut 
didasarkan pada pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja 
wilayah pembangunan di kecamatan Wasuponda dititik beratkan pada sektor 
pertanian.  
Atas dasar itulah maka pemerintah desa pun membuat misi demi terwujudnya 
visi tersebut, misi terpenting adalah meningkatkan dan mengembangkan usaha yang 
produktif bagi rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. 
Dalam Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-des) 2011 – 
2015 desa wasuponda, pemerintah desa membuat rancangan-rancangan kegiatan 
dalam membangun desa, baik dalam bidang sarana prasarana, pendidikan, sektor 
kesehatan, sektor pertanian,dan peternakan, sektor sdm dan kepemudaan, sektor 
ukm, serta sektor keamanan. 
Untuk sektor pertanian sendiri ada beberapa kegiatan yang direncanakan 
guna meningkatkan produksi pertanian. Yaitu : 
1. sanggar tani  
2. Penyuluhan teknologi pertanian 
3. pembangunan irigasi 
4. pengadaan handtraktor 
5. pengadaan saprodi / Pupuk 
6. pengadaan dan pengembangan Ulat sutera 
7. Kios tani  
8. Pelatihan pemberantasan hama  
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9. Pengadaan bibit unggul 
10. Pembuatan jalan tani lagolo 
11. Gerakan lokal peningkatan prodkutivitas tanaman kakao. 
Ada beberapa program-program yang telah terealisasi diantaranya adalah : 
1. Penyuluhan teknologi pertanian 
2. pembangunan irigasi 
3. pengadaan handtraktor 
4. pengadaan saprodi / Pupuk 
5. pengadaan bibit unggul  
Untuk pembangunan irigasi bapak Agnal padang mengatakan bahwa telah 
ada 2 (dua) irigasi yang telah dibangun yaitu irigasi korotinondo / lembo alam ±180 
hektar, dan untuk sahabat lagolo sendiri ±100 hektar.  
Handtraktor pun sudah dibagikan kepada masyrakat dan kelompok tani, 
begitu pula bibit unggul, baik bibit durian, dan juga bibt  padi. Untuk bibit peternakan 
sendiri telah diberikan Bibit ikan kepada masyarakat guna meningkatkan produksi 
peternakan mereka, khusunya dalam sektor perikanan. 
Dalam proses peningkatan hasil pertanian, desa kemudian membuat kelender 
musiman disetiap dusun agar penyuluhan pertanian dapat dilakukan dengan 






Adapun kalender musim dari setiap dusun antara lain : 
Pada kalender musim Dusun lagolo, untuk bulan Maret, Desember, Januari dan 
februari petani menanam dengan system tadah hujan, kemudian pada saat kemarau 
pengairan pun di berdayakan secara maksimal, dan untukmusim panen sendiri di 
lakukan di bulan  april,mei dan juga juni. 























































            
Laporan hasil penjaringan program/Wasuponda/Wasuponda/hal :9 dari 26 
 
Untuk kalender musim dusun lagolo desa  Wasuponda terbagi Musim Cokelat  
pada bulan maret, desember, januari dan februari,musim menanam padi pada bulan 
April,Mei dan juga bulan Juni, dan pemeriksaan penyakit pada tumbuhan yang 
dilakukan setiap bulan April,mei dan juni, sesuai dengan musim tanam, dan juga 


























































            
Laporan hasil penjaringan program/Wasuponda/Wasuponda/hal :14 dari 26 
 
 Untuk dusun lembo tengah terbagi atas 4 musim yaitu musim hujan, pada 
bulan maret,desember ,januari serta februari dimana petani melakukan tadah hujan, 
musim kemarau pada bulam agustus,September,oktober, dan November, musim 
pancaroba pada bulan maret hingga bulan juli dan musim buah buahan pada bulan 
April hingga Juni  























































            
Laporan hasil penjaringan program/Wasuponda/Wasuponda/hal :15 dari 26 
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Untuk kalender musim dusun lembo timur sama dengan kalender musim 
pada dusun lembo tengah dimana terbagi atas 4 musim yaitu musim hujan, pada 
bulan maret,desember ,januari serta februari dimana petani melakukan tadah hujan, 
musim kemarau pada bulam agustus,September,oktober, dan November, musim 
pancaroba pada bulan maret hingga bulan juli dan musim buah buahan pada bulan 
April hingga Juni. 
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Dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah desa sebelumnya, ada beberapa anggaran yang disalurkan oleh 
pemerintah kabupaten dalam menunjang peningkatan produsksi hasil pertanian 
seperti : 
1. stimulan 
Dana stimulan merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten 
Luwu timur untuk setiap desa yang ada di wilayah Luwu Timur secara langsung 
tanpa melalui kecamatan diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam 
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peningkatan kualitas pertanian, peternakan, sarana-prasarana dan lain sebagainya 
atau bisa dikatakan sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. 
2. Gapoktan 
Gapoktan merupakan bantuan yang juga di berikan kepada gabungan 
kelompok tani oleh pemerintah daerah demi mendukungnya peningkatan produksi 
pertanian yang ada. Gapoktan ini diberikan kepada para petani baik petani palawijah 
seperti petani merica, dan juga bagi kelompok tani dalam bidang persawahan. 
Untuk bidang persawahan  kelompok tani yang diberikan bantuan Gapoktan 
untuk wilayah desa Wasuponda terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok tani yaitu : 
1.  kelompok tani korotinondo 
2. kelompok tani Lembo alam 
3. Kelompok tani sahabat Lagolo 
 Pada tahun 2012 ketiga kelompok tani tersebut telah diberikan bantuan 
berupa bibit padi, seperti pada tabel berikut : 




Nama kelompok tani 
 




















Arsip desa wasuponda 2012  
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Selain penyaluran bibit dan juga bantuan pupuk bersubsidi yang duberikan 
oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa pemeintah desa juga telah 
merencanakan pembangunan embung di daerah korotinondo  dan lagolo. Hal ini 
disesuaikan dengan rencana kegiatan prioritas kecamatan Wasuponda Tahun 2012. 
Untuk peningkatan kesejahteraan masyrakat melalui peningkatan produksi 
pertanian, desa wasuponda menganggarkan dana , hal itu di tunjukkan pada 
peraturan desa wasuponda no.13 tahun 2011 tentang perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja desa wasuponda tahun anggaran 2011. Seperti yang 















Gambar 2 : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA 
WASUPONDA KECAMATAN WASUPONDA 2011 
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Belanja barang dan jasa  
Belanja bahan/material 






























     19,961,098 
Sumber :hasil olahan data sekunder  
 
4.1.2 Program peningkatan hasil peternakan 
Pada tahun 2010 di Kabupaten Luwu Timur tercatat populasi sapi potong 
sebanyak 10.098 ekor, kambing sebanyak 6.369 ekor, dan ternak babi sebanyak 
19.563 ekor Selain itu, pada periode yang sama tercatat ayam kampung sebanyak 
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155.228 ekor, ayam pedaging sebanyak 85.380 ekor dan ayam petelur sebanyak 
117.595 ekor. Pada tahun 2010 kegiatan pemotongan ternak tercatat sebanyak 
1.218 ekor sapi, 48 ekor kerbau, 468 kambing, 805 ekor babi, 14.690 ayam buras 
dan 112.043 ekor ayam pedaging. 
Dalam program peningkatan hasil peternakan pemerintah desa Kabupaten 
Luwu timur , Pemerintah kecamatan Wasuponda dan Pemerintah desa Wasuponda 
melakukan kerjasama hal tersebut terlihat dalam daftar rencana kegiatan prioritas 
kecamatan wasuponda Tahun 2012. 
Dalam daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan wasuponda Tahun 2012. 
di paparkan oleh pemerintah kecamatan untuk bagian peternakan itu sendiri yaitu 
pengembangan bibit ikan unggul seperti ikan mas, dan juga Nila,  selain itu ada pula 
program kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dalam hal ini kolam air 
tawar dan mina padi. 
Dan untuk program desa sendiri dalam bidang peternakan ada beberapa 
program yaitu : 
1. relokasi ternak dan perikanan 
2. perdagangan obat dan vaksin ternak besar dan ternak kecil serta unggas 
3. budidaya ikan air tawar 
4. pengadaan bibit ternak sapi betina produktif 





Dalam bidang peternakan, desa wasuponda memiliki beberapa potensi 
sebagai berikut : 









































Ayam potong  
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4.1.3 Pengembangan agrobisnis peternakan 
Tantangan pembangunan peternakan kedepan adalah kemampuan 
memberikan duungan pangan dalam negeri (lokal, regional, dan nasional) 
memberikan dukungan besar bagi industri dan memanfaatkan keunggulan 
komparatif sebesar-besarna sehingga industri mempunyai daya saing dalam pasar 
global.karena industri peternakan masa depan harus juga mempunyai pemahaman 
yang tinggi terhadap perubahan sosial antara lain peruahan iklim peningkatan 
keuntungan dan manfaat bagi pengusaha ternak dan jaminan roduksi makanan yang 
tepat maka secara praktis peternakan masa depan harus mempunyai ketangguhan 
berlandaskan pengetahuan dan teknologi. 
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Dalam kaitan pengembangan sub sektor peternakan disaerah kabupaten luwu timur  
pemerintah kabupaten luwu timur mengambil langkah strategis dalam melakuka 
pelayanan yaitu : 
1. kebijakan memperlakukan ternak sebgai sumber daya dalam arti bahwa 
ternak dapat punah dan tidak dapat dipulihkan jika ternak habis terpakai 
karena itu pemerintah daerah harus berupaya keras mempertahankan dan 
mengembangkan sumberdaya sebagai sumber pertumbuhan produksi 
daging, susu dan telur. Pengertin sumber daya adalah bahwa ternak itu 
merupakan sumber genetis yang dapat diturunkan dan dikembangkan 
untuk kepentingan masnusia dalam hal ini “ternak sumberdaya” berfungsi 
menghasilkan “ternak komoditas” dan “ternak produk” 
2. kebijakan menyediakan infrastruktur industri peternakan yaitu : 
a. Penyediaan lahan dan pengairan bagi kemudahan memproduksi 
hmt (hijau makan ternak) penyediaan infrastruktur ini dalam bentuk 
investasi publik sebagaimana pembangunan irigasi tanaman 
pangan  
b.  infrastruktur untuk pemafaatan lahan dan air merupakan kontrain 
yang utama dalam pengembangan ternak karena sifat biologis yag 
terkadung. Tanpa pelayanan ini maka investasi peternakan suit 
berkembang dan industri peternakan tetap berbentuk tradisional 
dan suit memasuki pasar. 
3. Kebijakan melakukan usha pengendalian penyakit ternak antara lain 
menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit diantara ternak 
dan manusia termasuk didalamnya produksi pangan asal ternak yang 
sehat dan aman serta pengendalian penyakit ternak yang sehat dan 
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aman, pengendalian penyakit ternak pada masa mendatang karena hal 
tersebut merupakan isu yang sangat penting dalam perdagangan hasil 
peternakan. 
Gambar 3 : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA 
WASUPONDA KECAMATAN WASUPONDA 2011 
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     19,961,098 





4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa Wasuponda 
4.2.1 Faktor Pendukung  
Berdasarkan konsep teoritis pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar 
baik dalam peningkatan kesejahteraan masyrakatnya. Dengan demikian peranan 
pemerintah sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang telah diprogramkan 
sebelumnya sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan yang dialami. 
Dalam menjalankan program yang ada tentu saja pemerintah dibantu oleh faktor-
faktor pendukung yang ada, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyrakat 
pemerintah desa Wasuponda sendiri di bantu oleh faktor-faktor sebagai berikut : 
1. Bantuan Dana Comdev PT.Vale,Tbk 
Dana Comdev merupakan dana yang disalurkan oleh PT.Inco, tbk yang 
sekarang menjadi PT.Vale, dana Comdev atau comite Development ini merupakan 
dana yang diberikan langsung kepada desa-desa yang ada di sekitar wilayah 
pertambangan PT.Vale, dana ini diperuntukkan bagi program-program desa. Untuk 
Dana Comdev ini sendiri baru disalurkan pada tahun 2012 untuk dikelolah secara 
pribadi oleh desa, Untuk dana yang dikucurkan PT.Vale pada tahun 2012 sebesar 
Rp.704.000.000 (tujuh ratus empat juta rupiah). Untuk penyaluran dana ini sendiri, 
para kelompok tani ataupun peternak biasanya mengajukan proposal kepada desa, 
untecara untuk kemudian ditinjau apakah memang layak untuk diberikan bantuan 
Comdev.  Menurut kepala desa Wasuponda, Bapak Agnal Padang pada 
wawancara tanggal 26 jauari 2013 : 
“kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga pangan, 
demi terealisasinya hal tersebut, maka dibantu dengan adanya dana comdev, dana 
comdev tersebut biasanya digunakan untuk menajalankan program-program desa 
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yang meliputi pembangunan fisik untuk pelayanan keshatan seperti posyandu 
mentari, selain itu bantuan kepada kelompok tani dan peternak, seperti traktor”  
Gambar 4 : Bantuan peningkatan agrobisnis peternakanan COMDEV 
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2. Program bantuan PNPM dan UPPKS 
Selain peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemerintah 
wasuponda juga memberikan program lain yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desanya, program – program tersebut dibantu oleh 
PNPM mandiri, PNPM mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat 
pedesaan yang dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat 
terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan 
bidang infrastruktur desa, pengelolaan danapun bergulir bagi kelompok perempuan, 
kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  di wilayah perdesaan. Menurut 
Andi Rahayu Baso : 
 “Tujuan PNPM adalah ekonomi,dan prasarana, bidang ekonomi terbagi dua 
yaitu spp dan uep, untuk membatu ekonomi produksi sedang prasarana itu untuk 
infrastruktur seperti puskesdes,drainase, dan pipanisasi” 
PNPM merupakan dana dari pusat yag kemudian dipinjamkan kepada 
masyrakat untuk meningkatan ekonomi mereka, dan biasanya pinjaman itu diberikan 
pada kelompok-kelompok, dan bukan perorangan, yang dikembalikan setiap 
bulannya dengan cara mengangsur. 
Selain PNMP pemerintah desa juga memberikan dana pembinaan 
kesejahteraan Keluarga, yang disebut dengan UPPKS atau Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera. Program UPPKS ini dibantu oleh BKKBN. 
Untuk desa Wasuponda keluarga yang menjadi anggota UPPKS untuk tahun 
2012 sebanyak 22 anggota keluarga, yang dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. 
Adapun usaha yang kemudian dilakukan oleh anggota dari UPPKS sendiri seperti 
produksi rumahan atau home industri, dan juga Toko Roti atau Bakery. Adapun 
modal yang diberikan kepada setiap kelompok itu sebanyak Rp.5.000.000. 
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3. Potensi lahan yang dimiliki oleh Desa Wasuponda 
Potensi lahan yang luas sangat mendukung dalam peningkatan sektor 
pertanian dan juga  perkebunan. 
Desa Wasuponda merupakan desa yang memiliki potensi lahan yang luas, 
untuk tanah sawah yang dimiliki desa Wasuponda sebanyak ± 1.511 hektar, hal 
ini tentu saja membuat masyarakat desa memiliki peluang yang besar dalam 
meningkatkan produksi pertanian mereka. Adapun potensi lahan dari desa 
Wasuponda sebagai berikut : 





























































4.2.2  Faktor penghambat 
Kesejahteraan masyarakat adalah faktor penting dalam penigkatan mutu 
suatu daerah atau desa, namun terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi 
mengapa pemerintah masih kurang dalam memperhatikan kesejahteraan 
masyaraktnya, dalam kasus ini pemerintah desa Wasuponda kurang memperhatikan 
kesejahteraan masyaraktnya disebakan oleh beberapa Faktor berikut ini : 
1. adanya perubahan pada anggaran belanja desa  
ADD atau Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh 
pemerintah kabupaten kepada setiap desa yang berada pada lingkup 
pemerintahahan pemerintah kabupaten tersebut. Dana ini diberikan setiap tahunnya 
dengan tujuan pembangunan desa. 
Desa Wasuponda merupakan desa yang menjadi kewenangan pemerintah 
kabupaten Luwu timur. 
Pada tahun 2011 dana ADD yang di berikan oleh pemerintah kabupaten luwu 
Timur ke pemerintah desa Wasuponda sebanyak Rp. 133.073.983, dana ini 
kemudian digunakan untuk menjalankan program-program desa, pada tahun 2012 
terjadi perubahan dana ADD. 
Perubahan dana ADD ini kemudian juga merubah anggaran belanja desa 
Wasuponda, untuk program-program yang akan di jalankan, dan tentusaja merubah 
anggaran dalam bidang produksi pertanian secara keseluruhan. 
Menurut Bendahara Desa Wasuponda ibu  Rika bahwa Dana ADD pada 
tahun 2012 lebih banyak disalurkan untuk pembangunan fisik, sehingga untuk 
75 
 
pertanian dikurangi. Perubahan anggaran untuk sektor pertanian sendiri berkurang 
dari Rp.19.961.098 menjadi Rp.14.961.098 begitu pula dengan sektor peternakan. 
2. kurangnya partisipasi dan antusiasme masyarakat 
Masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan 
terselenggranya peningkatan mutu desa. Partisipasi masyarakat adalah faktor yang 
besar dalam merealisasikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa 
secara menyeluruh. Namun terkadang masyrakat sendiri kurang memperhatikan 
kehidupan mereka sendiri. 
Salah satu hal yang mendasar mengapa kemudian pemerintah desa masih 
kurang perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyrakat desanya sendiri 
disebabkan karena kurangnya partisipasi dan juga antusisme dari masyrakat desa 
itu sendiri. 
Menurut ketua BPD desa Wasuponda bapak Tomana pada wawancara pada 
tanggal 7 februari 2013 : 
 “kendala yang ada karena masyrakat kurang berminat terhadap peningkatan 
pertanian, karena banyak yang lebih berminat menjadi karyawan, walaupun hanya 
karyawan harian”  
Hal tersebut senada pula dengan yang disampaikan oleh Ibu Damaris 
menurut ibu damaris masyrakat desa Wasuponda lebih banyak yang ingin menjadi 
karyawan dibandingngkan mengolah lahan pertanian yang ada. 
3. Masih kurangnya Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat  
Koordinasi Koordinasi adalah Usaha untuk mengharmoniskan dan 
menserasikan serta mengintegrasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan Koordinasi merupakan proses mengintegrasikan kegiatan 
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maupun tujuan dari unit-unit kegiatan yang berbeda dalam suatu organisasi ataupun 
perusahaan agar tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai dg lebih efisien. 
Koordinasi antara masyrakat dan juga pemerintah sagat mendukung 
suksesnya sebuah program yang ada, karena pemerintah harus memahami kondisi 
serta hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyrakatnya, namun ketika antara 
masyarakat dan juga pemerintah kurang berkoordinasi maka, program yang ada 
tentu saja akan ada kekurangan dalam pelaksanaannya. 
Permasalahan dalam peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan 
ada salah satunya muncul karena kurangnya koordinasi hal tersebut terbukti dengan 
adanya komplain dari beberapa masyarakat petani dan juga peternak yang ada, 
yang kemudian berbeda dengan tanggapan dinas pertanian Kecamatan Wasuponda 
khusunya penyuluh pertanian desa Wasuponda. 
Menurut bapak S. Tomana pada wawancara 7 februari 2013 beliau 
mengatakan bahwa : 
“untuk penyuluhan pertanian desa Wasuponda itu sudah  lumayan baik 
penyuluhannya, namun untuk yang peternakan itu yang masih kurang, atau hampir 
tidak ada” 
Hal itu senada dengan pernyataan bapak Simon M yang mengatakan bahwa: 
“penyuluh peternakan itu kurang kelapangan,terkadang juga yang memberi 
penyuluhan bukan sesuai dengan bidangnya, padahal seharusnya yang memberi 
penyuluhan sawah itu beda, kakao beda, tapi ini di samakan semua jadi tidak begitu 
bagus” 
 Namun pernyataan tersebut justru tidak sesuai dengan pernyataan dari 
petugas pertanian yang ada di desa Wasuponda menurut Imanuel Rappu S.pt 
penyuluhan pertanian secara keseluruhan dilakukan secara berkesinambungan, 
dalam satu minggu mereka melakukan penyuluhan sebanyak 4 (empat) kali. 
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Penyuluhan dilakukan untuk 2 (dua) kelompok dalam setiap sekali penyuluhan, dan 
terkadang sesuai dengan permintaan kelompok tani yang ada. 
Selain penyuluhan yang dikeluhkan masyarakat khusunya petani adalah 
pupuk bersubsidi yang di janjikan oleh pemerintah kabupaten, namun kenyataannya 
menurut masyarakat pupuk bersubsidi itu justru sulit untuk di dapatkan dengan 
harga yang murah justru pupuk tersebut sama dengan harga pasaran. menanggapi 
hal tersebut bapak Imauel Rappu menanggapi bahwa : 
“Pupuk bersubsidi itu ada, memang harganya mahal karena pengecer yang di 
beri kewenangan untuk menyalurkan juga membutuhkan iaya untuk tranportasi 
pupuk dari Mangkutana ke Wasuponda, itu yang menyebabkan harga pupuk di 
Wasuponda dan Mangkutana berbeda”  
Lebih lanjut bapak imanuel mengatakan bahwa dari dinas pertanian sendiri 
menyediakan sarana prasarana untuk produksi pertanian masyrakat desa  seperti 
Bibit padi yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun, Bibit jagung , Traktor tangan, 
pupuk bersubsidi, namun kemudian bantuan-bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah tersebut tidak tersalurkan karena masyrakat hanya menunggu dan 
mengaharapkan padahal sebenarnya dapat diberikan dengan cara petani harus 
mengajukan proposal CPCL atau Proposal Calon Petani Calon Lahan.  
4. masih sulitnya implementasi program-program pertanian 
Dalam kerangka pembangunan pertanian di kabupaten Luwu Timur ke arah 
masa depan, agroindustri merupakan penggerak utama perkembangan sektor 
pertanian terlebih dalam masa yang akan datang posisi pertanian merupakan sektor 
andalan dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional sehingga 
argoindustri akan semakin tangguh. Maju dan efisien sehingga mampu menjadi 
leading sektor dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional, harus 
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ditunjang melalui pengembangan argoindustri, menuju argoindustri yang tangguh, 
maju serta efisien. 
Pada dasarnya Orientasi terhadap industri hasil pertanian sangatlah penting 
untuk menambah nilai jual komoditas pertanian ada beberapa permasalahan yang 
dihadapi dalam ciri dan sifat dari agro industri : 
a. sifat produk pertanian yang mudah rusak  
b. sebagian besar produk musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi 
iklim sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri menjadi terjamin 
c. seagian besar industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah. 
Masalah lain dalam peningkatan produksi pertanian secara kesuluruhan juga 
menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan 
masyrakat desa Wasuponda. Beberapa masalah yaitu : 
hasil pertanian yang kurang memadai karena kurangnya pengairan yang tidak 
memadai  hal ini sesuai dengan pandangan dari  masyrakat menurut bapak Simon 
Misi  salah satu warga pada wawancara 6 februari 2012 : 
“pertanian kita masih kurang,karena tidak ada pengairan, pengairan yang ada itu 
hanya swadaya dari masyrakat saja itupun masih kecil, tidak mampu aliri semua 
sawah yang ada, jadi kalau musim kemarau sulit untuk mengairi sawah” 
 Hal ini lah yang juga membuat petani sulit untuk mendapatkan hasil pertanian 
yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa. 
 Selain itu hasil pertanian dan perkebunan yang tidak mencapai target karena 
kurangnya pengetahuan mengelolah sawah dan kebun yang ada. Juga masih 
menjadi salah satu kendala yang cukup menganggu masyarakat . 
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 Begitu pula Serangan hama yang menganggu pertanian masyrakat pada saat 
panen dan juga Harga untuk hasil perkebunan itu sendiri  terkadang murah. Hal – 
hal inilah yang menjadi kendala-kendala masyarakat dalam meningkatakan produksi 
pertanian yang merupakan faktor penting dan prioritas utama kabupaten Luwu timr 
pada Umumnya dan desa Wasuponda pada khususnya dalam meningkatkan 























KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang tertuang pada BAB IV sebagai 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
Dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Wasuponda, 
pemerintah desa melakukan skala prioritas seperti : 
1. Pembuatan skala rioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas 
permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan 
dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan. 
 
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah 
Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak 
dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan 
pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi 
akar yang layak . 
 
3. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini pengkajian dititik beratkan pada menentukan / 
memilih alternatif tindakan maslah yang paling layak digunakan 
untuk memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji 
dan dipilih kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan 
pembangunan skala kabupaten. 
  Adapun program-program peningkatan kesejahteraan yang dicanangkan 
oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakatnya antara lain : 
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1. Bantuan Benih padi dan Palawija 
2. Gerlok tanaman kakao 
3. bantuan traktor 
4. bantuan modal simpan pinjam Dasawisma 
5. bantuan usaha mikro kelas menengah  
6. subsidi keelompok simpan pinjam  
7. pengadaan bibit unggul  
 Dalam pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah desa, tentusaja di pengaruhi oleh berbagai hal baik itu hal-hl atau fktor 
yng membantu ataupun faktor-faktor yang menghambat peningktan kesejahteraan 
masyarakat itu sendiri.  
 Adapun faktor pendukungnya antara lain bantuan dana Comdev atau comite 
development yang diberikan ole PT.Vale, Tbk kepada desa untuk kemudian 
disalurkan kepada masyrakat petani dan juga peternak yang ingin meningkatkan 
kualitas atau hail produksinya. 
 Selain dana Comdev ada  pula dana atau bantuan lain yang diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kesejahteraan bantuan yang  
diberikan oleh PNPM dan j khusus untuk ibu-ibu rumah tangga, yang disebut dengan 
UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Program UPPKS 
ini dibantu oleh BKKBN. Namun dalam proses pelaksanaan program-program 
tersebut juga tentu saja banyak mengalami kendala-kendala beberapa kendala yang 
ada diantaranya : 
1. adanya perubahan pada anggaran belanja desa  
2. kurangnya partisipasi dan antusiasme masyarakat 
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3. Masih kurangnya Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat 
4. masih sulitnya implementasi program-program pertanian  
5. masih sulitnya implementasi program-program pertanian 
 
Namun sekali lagi Pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya 
akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih 
belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.  
B. SARAN 
Pemerintah dan masyarakat haruslah saling membantu dan menjaga 
koordinasi agar terlaksananya program-program yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah desa demimeningkatkan kesejahteraan masyrakatnya dapat benar-
benar terealisasikan, karena suatu desa dikatakan maksmur dan juga sejahtera 
ketika masyrakat yang ada di dalamnya juga sejahtera.       
Selain itu emerintah sebagai penanggung jawab atas masyarakat juga harus 
lebih sering lagi memperhatikan apa yang terjadi terhadap masyrakatnya,apakah 
bantuan – bantuan  yang diberikan telah tersalur baik kepada masyrakat yang 
membutuhkan ataukah masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan oleh  masyarakat. 
Untuk masyarakat sendiri juga tidaklah seharusnya pasif,karena peningkatan 
kesejahteraan itu bukanlah semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah 
desa,namun kepentingan dari masyarakat itu sendiri, Kerja sama antara mayarakat 
dan juga pemerintah sangatlah penting guna mecapai tujuan yang diharapkan 
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1. Contoh hand  traktor yang diberikan kepada masyarakat  
 
2. Contoh sawah yag di aliri oleh pengairan  
 
 








































































































6. Contoh bibit yang di berikan kepada Warga  
 
 
